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	Abstrak: Penelitian ini fokus pada penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bojonegoro, wilayah penghasil minyak dan gas terbesar di Jawa Timur. Peningkatan suhu yang signifikan akibat aktivitas industri telah mempercepat kebakaran hutan dan lahan. Tujuan penelitian adalah mengungkap proses kolaborasi antar stakeholder dalam penanganan ini dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif melibatkan observasi dan wawancara. Hasilnya menunjukkan bahwa kolaborasi antar stakeholder berjalan efektif, meskipun masih ada hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sarana prasarana pemadaman, dan kesadaran masyarakat yang rendah. Implementasi Collaborative Governance dinilai sangat baik, dengan komitmen stakeholder berhasil menekan jumlah kasus kebakaran hutan dan lahan setiap tahunnya. Penelitian ini memberikan wawasan berharga untuk meningkatkan efektivitas penanganan kebakaran di masa mendatang.
Abstract: This study focuses on the handling of forest and land fires in Bojonegoro Regency, the largest oil and gas-producing region in East Java. The significant increase in temperature due to industrial activities has accelerated forest and land fires. The research aims to uncover the collaborative processes among stakeholders in addressing this issue and identify the challenges faced. The research method employed is qualitative with a descriptive approach involving observation and interviews. The results indicate that collaborative efforts among stakeholders are effective, although challenges such as limited human resources, inadequate firefighting infrastructure, and low public awareness persist. The implementation of Collaborative Governance is considered highly successful, with stakeholder commitment successfully reducing the number of forest and land fire cases each year. This study provides valuable insights to enhance the effectiveness of future firefighting efforts.
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PENDAHULUAN 
[bookmark: _gjdgxs]Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 2022) telah melaporkan bahwa tren pemanasan global saat ini mencapai 0,130C per decade dan emisi gas rumah kaca (GRK) global yang ada dalam tingkatan paling tinggi (Ramdani & Mustalahti, 2023). Dalam empat decade terakhir, luas kebakaran hutan melonjak empat kali lipat yang merupakan akibat dari meningkatnya dampak perubahan global di dunia (Patrick Bixler et al., 2023). Komunitas local di seluruh dunia menghadapi tantangan dalam perubahan iklim dan cuaca ekstrem yang melanda berbagai belahan dunia termasuk Indonesia (Ardita & Sri Sadewo, 2022). 
Hutan alam mencakup hampir separuh luas daratan di Indonesia (Friedman et al., 2020). Permasalahan yang masyarakat hadapi untuk tiap tahunnya di musim kemarau adalah berupa kebakaran hutan dan lahan. Ini merupakan bencana yang merugikan karena dapat menimbulkan kerugian dalam waktu yang cepat pada bidang sosial, ekonomi, ekologi, keindahan, dan budaya (Kusumaningrum et al., 2021). 
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP), menyebutkan bahwa terjadi 526 kejadian kebakaran hutan dan lahan di Indonesia sejak 1 Januari sampai 5 September 2023 atau melonjak 108,73% dibandingkan jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan sepanjang tahun 2022 yang sejumlah 252 kejadian. (sumber : DataIndonesia.id diakses 24 Oktober 2023). 
Kabupaten Bojonegoro merupakan kabupaten penghasil minyak dan gas terbesar di Jawa Timur menyebabkan peningkatan suhu secara ekstrim (sumber : Jawa Pos Radar Bojonegoro diakses pada tanggal 18 Oktober 2023). Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Kabupaten Tuban, Zem Irianto menjelaskan suhu udara di Kabupaten Bojonegoro berdasarkan peralatan AAWS (pos pemantau otomatis agroklimat dan cuaca) yang terpasang di Kabupaten Bojonegoro membuktikan bahwa Kabupaten Bojonegoro memiliki suhu yang paling panas di Jawa Timur yakni 36,4 derajat celcius. Sehingga hal tersebut juga mempengaruhi jumlah penyebaran kasus kebakaran hutan dan lahan. Pasalnya cuaca yang cukup panas beserta tiupan angin dapat dengan mudah menyambar tanaman kering yang terdapat pada hutan dan lahan di Kabupaten Bojonegoro.

Tabel 1 Data Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Bojonegoro
Sumber : Satu Data Bojonegoro / data.bojonegorokab.go.id

Berdasarkan Data Kejadian Bencana yang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro 2023 unggah, angka kasus kebakaran hutan dan lahan bulan Januari hingga bulan Oktober tahun 2023 mencapai 91 kasus yang merupakan jumlah terbesar kedua setelah tahun 2019 yang mencapai 112 kasus. 
Kebakaran hutan dan lahan ialah sebagai bencana multidimensi, dengan ini dibutuhkan beberapa pihak untuk bertanggungjawab dalam menyelesaikannya, ini disebabkan bahwa dalam proses mencegah kebakaran hutan dan lahan, pemerintah tidak akan dapat bekerja dengan sendirinya, diperlukan bantuan yang berasal dari peranan masyarakat serta pihak swasta guna menaikkan keberhasilannya tersebut (Musaad, 2021). Kerjasama antar stakeholder seperti pihak swasta, pemerintah, serta masyarakat guna melaksanakan penanganan terhadap permasalahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bojonegoro dapat dianggap sebagai bentuk collaborative governance. Dengan melibatkan berbagai pihak, ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penanggulangan masalah tersebut. 
Sebagai coordinator, regulator, dan fasilitator, pemerintah memegang peran kunci dalam memastikan kolaborasi yang efektif antara berbagai pihak. Menyediakan sanksi hukum, regulasi, serta anggaran dana membantu menciptakan landasan hukum dan finansial untuk upaya pencegahan. Pelatihan, sosialisasi, serta penyediaan sarana dan prasarana juga membantu meningkatkan pemahaman dan kapasitas semua stakeholder terlibat. Dengan demikian, pemerintah benar-benar berperan sebagai penggerak utama dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Arisanti & Suderana, 2020). Peran swasta sebagai fasilitator dalam menyediakan sarana dan prasarana terhadap upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan sangat penting. Membentuk regu pemadam kebakaran dan melibatkan perusahaan dalam pengawasan serta pelaporan di sekitar lokasi mereka menunjukkan tanggung jawab sosial dan kesadaran lingkungan yang tinggi. Kolaborasi antara sektor swasta dengan pemerintah dalam hal ini menciptakan sinergi yang kuat untuk mengatasi masalah kebakaran hutan dan lahan secara efektif (Nusantara et al., 2023).
Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana menegaskan pentingnya tanggung jawab bersama dari semua elemen dalam upaya penanggulangan bencana. Kolaborasi yang memperlibatkan antara pihak pemerintah, swasta, non-pemerintah, serta partisipasi masyarakat menciptakan fondasi yang kokoh dalam menghadapi dan mengurangi dampak bencana. Pentingnya kolaborasi antara pihak pemerintah, swasta, dan non-pemerintah menciptakan suatu sistem yang lebih tangguh dalam menghadapi bencana. Kolaborasi ini melibatkan koordinasi efektif antara berbagai sektor untuk merancang dan melaksanakan langkah-langkah pencegahan, mitigasi, tanggap darurat, pemulihan, dan rekonstruksi. Partisipasi masyarakat juga dianggap krusial dalam Undang-undang ini. Masyarakat diberdayakan untuk berperan aktif dalam upaya penanggulangan bencana, termasuk dalam penyusunan rencana mitigasi, pelaksanaan evakuasi, dan memberikan dukungan dalam fase pemulihan.
Pemahaman dan partisipasi masyarakat yang minim dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan bisa menjadi tantangan besar. Pendidikan dan sosialisasi lebih lanjut tentang risiko kebakaran serta pentingnya tindakan pencegahan bisa membantu mengubah perilaku masyarakat. Selain itu, melibatkan mereka secara aktif dalam upaya pencegahan, seperti memberikan pelatihan penggunaan alat pencegah kebakaran, dapat meningkatkan kesadaran dan keterlibatan mereka (Ganie et al., 2021). Edukasi masyarakat mengenai manajemen kebakaran hutan dalam konteks penanganan dampak perubahan iklim merupakan langkah penting. Informasi mengenai strategi pencegahan, adaptasi, dan mitigasi perubahan iklim perlu disampaikan dengan cara yang mudah dimengerti oleh masyarakat. Kampanye penyuluhan, pelatihan, dan penyediaan materi edukasi yang dapat diakses dengan mudah bisa membantu meningkatkan pemahaman mereka. Selain itu, melibatkan komunitas secara aktif dalam merancang dan melaksanakan strategi adaptasi lokal juga dapat memperkuat kapasitas mereka dalam menghadapi perubahan iklim (Rodríguez et al., 2023). Kolaborasi berkelanjutan antara masyarakat, lembaga, dan pihak swasta dapat menjadi sarana efektif untuk memunculkan proses dialog pengetahuan. Proses ini tidak hanya bermanfaat dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan tetapi juga berguna dalam menyadarkan masyarakat mengenai penyebab serta cara penanganan kebakaran tersebut. Melibatkan semua pihak dalam berbagai tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dapat menciptakan solusi yang lebih holistik dan berkelanjutan (Feber & Muchlis, 2021).
Memiliki kerangka kerja yang mencakup tiga tahap utama, yaitu pencegahan, pemadaman, dan penanganan pasca kebakaran, menunjukkan pendekatan yang komprehensif dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan. Juga, adanya regulasi seperti (Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Di Kabupaten Bojonegoro membantu menciptakan landasan hukum dan administratif untuk penyelenggaraan perizinan dan non-perizinan terkait.
Badan Penanggulangan Bencana dan Dinas Pemadam Kebakaran di Kabupaten Bojonegoro memiliki peran yang krusial dalam menangani berbagai bencana, termasuk kebakaran hutan dan lahan. Dalam konteks ini, Wibowo (2019) menegaskan bahwa kerjasama yang efektif antara kedua lembaga ini dan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan sangat penting. Dengan bekerjasama dengan baik, termasuk lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat, mereka dapat meningkatkan efisiensi dan responsibilitas dalam menanggulangi dan mencegah kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Sejak tahun 2019, fokus pada kerjasama ini diharapkan telah memberikan dampak positif dan perbaikan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di daerah tersebut. Menempatkan perlindungan dan perawatan lingkungan sebagai fokus utama adalah langkah yang sangat bijaksana. Dengan demikian, upaya dalam menangani kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bojonegoro tidak hanya berkaitan dengan penanganan darurat saat kejadian, tetapi juga mencakup tindakan preventif, pelestarian, dan pemulihan lingkungan setelah kejadian bencana. Dengan fokus yang kuat pada aspek ini, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan dan tahan terhadap risiko kebakaran di masa depan. 
Model Collaborative Governance menurut Ansell and Gash terdapat empat indikator diantaranya : (1) Kondisi awal yang ditentukan dengan berbagai hal tertentu, yakni para stakeholder yang masing-masing memiliki suatu kepentingan yang akan dicapai, sejarah kerjasama di masalalu, saling menghormati antar sesama sehingga dapat menjalin kerjasama, kepercayaan antar stakeholder, ketidak seimbangan kekuatan, sumber daya dan pengetahuan. (2 Desain kelembagaan berkaitan dengan peraturan dan standar dasar proses kolaborasi untuk proses yang sah secara hukum, transparansi proses, inklusi partisipan, dan forum yang bebas. (3) Musyawarah, membangun kepercayaan, penetapan aturan, dan pembagian keuntungan adalah langkah-langkah penting dalam kepemimpinan. (4) proses kolaboratif diawali dengan dialog tatap muka, selanjutnya akan timbul rasa saling percaya yang berpengaruh pada komitmen dalam proses kolaborasi sehingga dapat saling memahami dalam proses perumusan masalah, identifikasi masalah dan misi yang akan dicapai secara jelas (Ansell & Gash, 2008).
Berdasarkan penelitian terdahulu dengan judul “Collaborative Governance penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan tahun 2020” menjelaskan bahwa kolaboratif yang dilakukan stake holder kurang berjalan secara optimal dimana hanya sebatas proses koordinasi saja. Penulis menggunakan teori Collaborative Governance dari Richardo S Morse dan John B. Stephens namun hanya tahapan assessment yang berlangsung secara tepat dan baik, selanjutnya proses initiation, deliberation dan implementation belum berjalan dengan baik. 
Selain itu dalam penelitian terdahulu “Collaborative Governance dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau” dengan menggunakan teori dari Ansell & Gash bahwa proses kolaborasi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dengan pihak swasta dan masyarakat. Selain itu penulis juga menggunakan strategi SWAR dengan tujuh aspek yang mengukur kelemahan dan kekuatan di BPBD Kabupaten Bengkalis bahwa dua diantaranya yaitu sumber daya manusia dan peralatan masih tergolong lemah namun lima diantaranya pada kategori kekuatan. 
Kebaruan yang ada dalam penelitian ini ialah menjelaskan collaborative governance dalam penaganan kebakaran hutan dan lahan dengan menggunakan teori (Ansell & Gash, 2008). Penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam tentang peran stakeholder dalam melaksanakan kolaborasi sebagai upaya pengurangan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bojonegoro. Dengan merumuskan pertanyaan penelitian, yaitu "Bagaimana proses Collaborative Governance Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Bojonegoro?" penelitian ini akan membahas secara terinci dinamika dan interaksi antara berbagai pihak yang terlibat dalam penanggulangan kebakaran. Fokus pada aspek Collaborative Governance sebagai kerangka kerja penyelenggaraan yang memperlibatkan pihak swasta, pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat memberikan wawasan yang signifikan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki tujuan yang sangat relevan, yaitu untuk mengevaluasi dan memahami pelaksanaan Collaborative Governance dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bojonegoro. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi berharga dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi strategi penanggulangan kebakaran serta memperkuat kolaborasi antar stakeholder dalam rangka perlindungan lingkungan yang lebih baik.

METODE PENELITIAN 
Penelitian ini dilaksanakan di beberapa instansi di Kabupaten Bojonegoro yaitu Badan Penanggulangan bencana daerah (BPBD) Kabupaten Bojonegoro, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bojonegoro, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro, Pertamina EP Cepu JTB Zona 12, Alas Institute dan Gerakan Masyarakat Tanggap Api. Jenis penelitian ini ialah berupa penelitian kualitatif dengan model penelitian deskriptif, yaitu untuk menggambarkan Collaborative Governance dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bojonegoro dan kendala yang dihadapi. 
Dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bojonegoro, Collaborative Governance menjadi pendekatan yang integral. Kondisi awal dianalisis dengan identifikasi penyebab, dampak, dan evaluasi sumber daya. Desain kelembagaan menggambarkan pembentukan forum kolaboratif, penetapan peran, dan penerapan teknologi (Nadia, 2022). Sumber data yang peneliti gunakan ialah berupa data primer, yang diartikan dengan data yang peneliti dapatkan secara langsung dari responden penelitian, yakni dengan melalui proses observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, referensi dari dokumen dari lokasi penelitian. 
Teknik pengumpulan data dengan kajian kepustakaan melalui studi pustaka pada buku atau jurnal terbaru yang berkaitan dengan Collaborative Governance. Untuk keabsahan data menggunakan teknik triangulasi data dimana pengumpulan data yang lakukan bersifat penggabungan dari berbagai data dan sumber yang telah ada (Rachmawati, 2007). Hasil observasi, dokumentasi dan wawancara ini kemudian dilakukan pengolahan data dengan teknik analisis data, yang dimulai dari proses reduksi data, proses penyajian data, proses verifikasi dan kemudian diakhiri dengan proses penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Data mengenai luas kebakaran hutan dan lahan selama periode Januari sampai Juli 2023 yang mencapai 90.405 hektare dan 499 kejadian kebakaran hutan dan lahan sepanjang Januari sampai Agustus 2023 mencerminkan dampak serius dari masalah ini di Indonesia. Keterlibatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjadi kunci dalam penanganan dan pemahaman terhadap kebakaran tersebut. Data ini juga mencerminkan perlunya langkah-langkah konkrit untuk meningkatkan upaya pencegahan, mitigasi, dan respons terhadap kebakaran hutan dan lahan di seluruh wilayah Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Jawa Timur sepanjang Januari sampai Agustus 2023 mencapai 500 hektare dimana Kabupaten Bojonegoro menduduki peringkat ke enam dengan jumlah 36 hektare (dikutip dari Databoks.co.id pada 18 Oktober 2023). 
Collaborative Governance adalah pendekatan yang sangat relevan dalam menangani masalah kompleks seperti kebakaran hutan dan lahan. Dengan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat, dapat menciptakan sinergi yang kuat dalam upaya penanggulangan. Kolaborasi ini tidak hanya meningkatkan efektivitas dalam penanganan kebakaran, tetapi juga menciptakan kesadaran bersama dan tanggung jawab kolektif terhadap lingkungan. Proses Collaborative Governance yang dilakukan berimplikasi pada bagaimana tahapan yang dilakukan untuk menciptakan sebuah kerjasama atau kolaborasi yang sudah dibentuk (Fallo, 2022). 
Pemaparan mengenai empat indikator Collaborative Governance menurut Ansell and Gash memberikan gambaran yang sangat komprehensif. Kondisi awal sebagai dasar kepercayaan antar stakeholder memainkan peran kunci dalam membentuk landasan kerjasama yang baik atau sebaliknya, dapat menimbulkan tantangan. Desain kelembagaan dan peran kepemimpinan fasilitatif membantu mengarahkan kolaborasi menuju hasil yang diinginkan, sementara proses kolaborasi sendiri menjadi inti dari keseluruhan teori Collaborative Governance. Proses ini melibatkan elemen-elemen krusial seperti dialog tatap muka, membangun kepercayaan, membangun komitmen, serta pemahaman bersama, yang semuanya berkontribusi pada hasil kolaboratif yang lebih efektif (Ansell & Gash, 2008).
Kondisi Awal
Kondisi awal dalam Collaborative Governance sangat berpengaruh dalam membangun kepercayaan dan cara untuk penyelesaian masalah yang terjadi (Pramesti et al., 2022). Cuaca ekstrem yang terjadi sepanjang tahun 2023 di Kabupaten Bojonegoro merupakan titik dengan suhu panas tertinggi di Jawa Timur yaitu dengan angka 36,4 derajat celcius (dikutip dari detik.com yang diakses pada 16 Oktober 2023). 
[image: C:\Users\asus\Downloads\suhu-maksimum-di-bojonegoro_169.jpeg]
(Gambar 1Suhu Maksimum Kabupaten Bojonegoro
Sumber : BMKG Tuban, detikjatim.com/ (https://www.detik.com/jatim/berita/d-6964902/bojonegaro-panas-dan-sumuk-beberapa-hari-terakhir-begini-penjelasan-bmkg) 
diakses pada 14 Oktober 2023)
Cuaca panas menyebabkan beberapa masalah terjadi diantaranya kekeringan dan kebakaran baik hutan, lahan maupun pemukiman. Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bojonegoro mencapai jumlah 216 kasus sepanjang Januari sampai 18 Oktober 2023. Kebakaran hutan dan lahan memberikan dampak signifikan pada beberapa sektor diantaranya sektor ekonomi, sosial, budaya, keindahan dan politik. Sehingga pemerintah melakukan kolaborasi atau kerjasama antar beberapa pihak yang terdampak dan terlibat.
Dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan terdapat beberapa kendala diantaranya kurangnya sumber daya, pengetahuan terkait penyebab dan penanganan kebakaran hutan dan lahan dan berbagai kendala lain. Ketidakseimbangan antara sumber daya dan pengetahuan berdasarkan hasil observasi dan wawancara yaitu kurangnya jumlah sumber daya manusia dan tidak tersedianya sarana dan prasarana yang ada di dalam pemerintahan sehingga menjadi kendala proses kolaborasi. Dengan kondisi tersebut, maka proses Collaborative Governance yang melibatkan beberapa instansi terkait sesuai dengan tupoksi dan wewenangnya masing-masing sesuai instruksi dari pemerintah sehingga kerjasama yang terjalin menumbuhkan kepercayaan antar stakeholder dalam mencapai tujuan bersama.
Desain Kelembagaan
Desain kelembagaan berhubungan dengan peraturan atau tata cara dan peraturan dasar untuk terciptanya hasil keputusan yang legal, transparansi dan partisipan yang aktid dalam forum (Hashfi Rafdi, 2023). Dalam proses kolaborasi, kejelasan aturan sangat penting sebagai acuan atau dasar dalam mewujudkan keterbukaan antar pemangku kepentingan (Akib et al., 2023). Adanya interaksi secara formal dan informal sesuai dengan aturan yang ada tercantum dalam Peraturan Bupati Bojonegoro No. 20 Tahun 2011 tentang tugas pokok dan fungsi lembaga lain Kabupaten Bojonegoro dan Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bojonegoro Nomor 188/0012/412.306/2019 tentang Pembentukan Pusat Pengendalian dan Operasi (Pusdalops) dan Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana BPBD Kabupaten Bojonegoro. Masing-masing instansi melakukan tugasnya sesuai tupoksi yang ada seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang bekerjasama dengan Dinas Pemadam Kebakaran. Kemudian badan penegak hukum dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan TNI Polri. 
Selain itu keterlibatan masyarakat juga penting dalam proses kolaborasi dimana masyarakat yang masih belum sepenuhnya memahami penyebab kebakaran hutan sehingga masih banyak masyarakat yang melakukan proses pembakaran liar tanpa pengawasan. Selain partisipasi masyarakat, pihak eskternal juga terlibat dalam proses kolaborasi penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bojonegoro yaitu PT. Pertamina EP Cepu Zona 12 yang memberikan sosialisasi sebagai upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan. 
Kepemimpinan Fasilitatif
Kepemimpinan merupakan hal yang berpengaruh dalam proses kolaborasi. Menurut Ansell dan Gash (Suwarna, 2023) yang menyatakan bahwa pemimpin bertugas memberikan fasilitas kepada pemangku kepentingan untuk berdiskusi bersama guna mencapai tujuan bersama. Aspek kepemimpinan menjadi dasar dari segala peraturan (Nursetiawan & Supriyanto, 2023). Berkaitan dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bojonegoro, Bupati sebagai pimpinan mengajak beberapa instansi untuk membahas bagaimana upaya penanganan kebakaran hutan dan masalah lainnya. Hal tersebut tidak dicantumkan dalam sebuah surat keputusan atau peraturan legal lain namun hanya berdasarkan pada hasil rapat saja. Bupati Bojonegoro menjalankan kepemimpinan fasilitatif dengan mengadakan pertemuan bulanan baik secara lansung maupun melalui media. Dalam sektor swasta dan masyarakat kepemimpinan tidak terjadi secara structural namun berdasarkan koordinasi antar individu maupun kelompok. Namun pada Septermber 2023 terjadi transisi kepemimpinan dari Bupati Bojonegoro kepada PJ Bupati Bojonegoro karena masa jabatan yang telah habis. Transisi kepemimpinan juga berpengaruh dalam proses penanganan kebakaran hutan dan lahan pasalnya banyak urusan yang harus diatasi secara bersama-sama. Model kepemimpinan yang dilakukan berporos pada koordinasi antar semua sektor baik pemerintah daerah, TNI Polri, swasta dan masyarakat. 

Proses Kolaborasi
Face to Face Dialogue
Face to face dialogue atau dialog tatap muka diartikan dengan proses awal dalam hubungan kolaborasi dimana keterlibatan semua pihak sangat dibutuhkan dalam menentukan keputusan bersama (Rini et al., 2021). Proses kolaborasi dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan melalui pertemuan bulanan yang dilakukan baik secara tatap muka ataupun melalui media seperti WhatsApp di grup Organisasi Perangkat Daerah. 
[image: ]
Gambar 2 Rapat penanganan bencana dipimpin PJ Bupati Bojonegoro
Sumber : BPBD Kabupaten Bojonegoro/ https://bpbd.bojonegorokab.go.id 

Komunikasi menjadi intisari dalam proses kolaborasi dimana terjadi proses tatap muka antar pemangku kepentingan sehingga masalah yang ada di lapangan dapat terpecahkan (Rozikin et al., 2020). Proses dialog yang melibatkan masyarakat serta pihak swasta dapat dengan cepat menemukan jalan keluar. Walaupun tidak secara teratur, namun komunikasi yang terjalin menjadi jantung dalam proses kolaborasi. 
Trust Building
Trust Building atau membangun kepercayaan antar pemangku kepentingan didefinisikan dengan hal pendukung yang sulit untuk diterapkan karena terdapat banyak pihak dalam proses kolaborasi (Bela & Utama, 2022). Membangun kepercayaan merupakan proses yang paling panjang karena membutuhkan komitmen penuh antar berbagai pihak. Membangun kepercayaan dimulai dengan membangun komunikasi yang baik antara stakeholder dalam proses penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan sehingga kepercayaan satu sama lain akan timbul seiring dengan penanganan masalah tersebut (Hashfi Rafdi, 2023). Komunikasi yang baik akan berdampak pada partisipan yang dapat mengemukakan pendapat sesuai dengan kepentingan secara demokratis dan tidak hanya terpacu pada komunikasi satu arah saja. Tidak hanya itu, keterbukaan/transparansi informasi juga menjadi kunci untuk membangun kepercayaan. Sinergi antara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat harus segera dilaksanakan karena sangat berperan dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bojonegoro.
Collaborative Governance penanganan kebakaran hutan dan lahan melibatkan beberapa sektor seperti pemerintah daerah, TNI Polri, swasta dan masyarakat yang cukup beragam disertai dengan satuan tugas (satgas) yang berperan.


Commitment to Process
Komitmen dalam proses kolaborasi merupakan hal yang harus dijunjung tinggi dalam penyelesaikan masalah terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bojonegoro. Komitmen menunjukkan kontribusi masing-masing stakeholder sesuai dengan kapasitas yang ada dan berperan sesuai tugas pokok dan fungsi yang merupakan hasil dari keputusan bersama (Gallemore et al., 2014).
Semua sektor yang bertugas memiliki komitmen yang sama untuk mengatasi permasalahan kebakaran tersebut. Resiko yang besar dan waktu yang tidak terjadwal membuat komitmen antar pihak harus lebih besar lagi karena jika hal tersebut tidak diterapkan dengan baik, maka dampak yang ditimbulkan jauh lebih besar. 
Share Understanding
Share Understanding berarti pemahaman bersama dalam pelaksanaan kolaborasi yang dilakukan antar stakeholder sehingga muncul misi bersama dalam pencapaian tujuan (Chumairo & Ulum, 2021). Dalam proses kolaborasi antara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat dalam melakukan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bojonegoro tentunya memiliki kendala diantaranya keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang kurang mendukung. Pemahaman bersama mencakup kejelasan misi, gambaran masalah yang dihadapi dan mengindentifikasinya (Prabowo et al., 2021). Untuk dapat menangani masalah kebakaran hutan dan lahan yang ada di Bojonegoro maka masing-masing stake holder harus mempunyai misi yang sama. Mulai dari aturan, tujuan, tahapan hingga pelaksanaan harus dipahami oleh setiap stakeholder yang terlibat. Komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah kabupaten Bojonegoro berupaya untuk menjalin hubungan baik sehingga tujuan bersama akan dapat tercapai. Sehingga untuk mencapai tujuan dalam proses kolaborasi maka diperlukan pemahaman bersama dalam upaya pencegahan ataupun penanganan kebakaran hutan dan lahan sehingga dapat meminimalisir timbulnya suatu konflik baru. Partisipasi yang terjadi antar stakeholder dapat menimbulkan kesepakatan bersama dengan proses interaksi yang dilakukan secara rutin walaupun kenyataan di lapangan masih sering terjadi miskomunikasi. Patroli gabungan yang melibatkan Polsek, TNI, dan Perhutani merupakan langkah proaktif untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan. Tujuan utamanya tidak hanya sebatas pencegahan kebakaran, tetapi juga melibatkan aspek edukasi kepada masyarakat. Dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang risiko dan dampak negatif dari pembakaran hutan dan lahan, patroli ini berfungsi sebagai upaya preventif yang holistik. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat tercipta kesadaran kolektif dan tanggung jawab bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan serta mencegah kebakaran yang dapat merugikan banyak pihak.  
Intermediate Outcomes
Intermediate outcomes atau hasil sementara merupakan tahap akhir dari tujuan yang akan dicapai. Hasil dari proses kolaborasi berupa output atau keluaran yang dianggap sebagai solusi penting dalam keberhasilan penanganan kebakaran hutan dan lahan (Eka et al., 2023). Hasil yang diperoleh tidak harus tergolong sebagai hasil untuk jangka panjang, namun dapat juga merupakan hasil dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada (Anang Sugeng Cahyono, 2021). Hasil tersebut sebagai perekat antar stakeholder dalam penguatan komitmen bersama dalam proses kolaborasi. Dampak pada proses kolaborasi yaitu dengan terbentuknya Gerakan Masyarakat Tanggap Api (GEMATI) oleh PT. Pertamina EP Cepu Zona 12, sosialisasi oleh beberapa stakeholder kepada masyarakat guna mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, pemasangan baliho atau spanduk di sepanjang lokasi rawan kebakaran hutan dan lahan serta pelaksanaan patroli gabungan yang dilakukan oleh Satpol PP, TNI Polri serta Perhutani.
Pembentukan Gerakan Masyarakat Tanggap Api (GEMATI) dan sosialiasasi kepada masyarakat yang diadakan oleh PT. Pertamina EP Cepu Zona 12 dihadiri oleh JTB Site Office & PGA Manager, Asisten Man Field Operation JTB, Superintendent HSSE JTB, BKPH, BPBD Bojonegoro, Kasi Trantip Kecamatan Ngasem, Mantri Hutan Wilayah, Mandor Hutan, penegak hukum dan 100 petani penggarap lahan hutan sekitar lokasi JTB. 
Sosialisasi dilakukan oleh PT. Pertamina dengan ALAS Institute Bojonegoro dengan tujuan masyarakat setempat menjadi garda terdepan dalam upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan di sekitar wilayah PT. Pertamina EP Cepu Zona 12. Selain itu juga difokuskan pada aspek pengembangan holtikultur, peningkatan produktifitas pertanian dan penerapan pembukaan lahan secara efektif dan efisien. 
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Gambar 3 Sosialisasi PT. Pertamina EP Cepu Zona 12 bersama Aksi Lingkungan Alam Sosial (ALAS) Institute kepada masyarakat
Sumber : berita jatim/ https://beritajatim.com 
Kendala dalam Proses Collaborative Governance pada Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Bojonegoro
[bookmark: _GoBack]Dalam penelitian ada beberapa hal yang merupakan sebagai hambatan dalam proses kolaborasi yang melibatkan antar stakeholder dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bojonegoro salah satunya yaitu sumber daya manusia, yang mana bahwa sumber daya manusia ini sifatnya mendesak dibutuhkan untuk membantu proses kolaborasi. Sumber daya yang dimaksud ialah beberapa individu yang handal serta telah mengikuti pelatihan terutama dalam pemadaman api. Selain itu sarana dan prasarana juga merupakan factor kendala dalam proses penanganan kebakaran hutan dan lahan pasalnya sarana dan prasarana seperti alat pelindung diri yang dimiliki oleh Dinas Pemadam Kebakaran terbatas sehingga jika terjadi kebakaran namun belum bisa diatasi oleh instansi terkait, maka kelompok masyarakat atau satgas yang akan melakukan proses pemadaman. 
Kendala lain yaitu kurangnya kesadaran masyarakat terkait penyebab kebakaran hutan dan lahan sehingga perlu ditingkatkan melalui himbauan, sosialisasi dan sikap peduli untuk menjaga dan melestarikan lingkungan.

PENUTUP 
Konsep Collaborative Governance dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bojonegoro dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik walaupun belum bisa dikatakan sempurna. Dalam proses kolaborasi tentu melibatkan banyak pihak diantaranya pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat. Proses kolaborasi ini di dalamnya melibatkan intermediate outcomes, share understanding, trust building, dan face to face dialogue yang terjadi juga sudah cukup baik. Namun kendala juga masih ada dalam proses penanganan kebakaran hutan dan lahan yaitu kurangnya sumber daya manusia dan sarara prasarana yang kurang memadai dalam pemadaman api. Selain itu, kesadaran masyarakat dalam upaya menjaga lingkungan juga masih tergolong rendah. 
Komunikasi serta komitmen harus lebih ditingkatkan dalam proses kolaborasi dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bojonegoro agar tujuan dapat dicapai dengan baik. Proses kolaborasi yang baik akan meningkatkan nilai dari masing-masing instansi sehingga mewujudkan bikrokrasi yang baik. Sumber daya manusia dan sarana prasarana juga penting dilakukan sebagai faktor pendukung keberhasilan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bojonegoro. 
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